DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

A. Minkenhof, dikutip Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,
Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985

Adami Chazawi, "Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, Edisi Pertama,
Cet I, Bandung : Alumni, 2006

Al Fitra, "Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata, Dan Korupsi di
Indonesia” Cet 1, Jakarta : FIM, 2008

Al Wisnubroto dan G.Widiartana, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana“, Cet. 1,
Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005

Andi Hamzah, Perkembangan Hukum Pidana Khusus, Jakarta : Melton Putra,
1991

, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet IV, Bandung : Sinar Grafika,
2008

Azhary, Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-
Unsurnya, Jakarta : UI Press, 1995

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2007

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, ST Paul, West
Publishing Co, 1990

D. Simons, Beknopte handleiding tot het wetboek van strafvordering, Haarlem,de
Erven F. Bohn, 1952

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan
Bagaimana Filsafat ~ Hukum Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama, 1995

Deliar Noer, Pemikiran Politik Di Negeri Barat, Cetakan II, Edisi Revisi,
Bandung : Pustaka Mizan, 1997

Djoko Prakoso, Alat Bukti dan kekuatan pembuktian di Dalam Proses Pidana,
Yogyakarta : Liberty, 1988

134

Fungsi Alat..., Sukoyo, Magister limu Hukum 2011



Hari Sasangka dan Lily Rosita, ”Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana” Cet
I, Bandung : Mandar Maju, 2003

, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan
Praktisi, Cet. 1, Surabaya : Mandar Maju, 2003

Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, “Metode Penelitian Hukum ", Jakarta :
Krakatau Book, 2009

John Rawls, A Theory of Justice, London : Oxford University Press, 1973

Lilik Mulyadi, “Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan
Permasalahannya “, Ed Pertama, Cet ke -1, Bandung : PT Alumni, 2007

M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,
Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cet. Keempat, Jakarta : Sinar
Grafika, 2002

M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan
Kembali”, Edisi Kedua, Cet 10, Jakarta : Sinar Grafika, 2008

M. Karjadi dan R. Soesilo, ’Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan
Penjelasan Resmi dan Komentar”’, Bogor : Politeia, Cetak ulang Th 1997

Mardjono Reksodipuro, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,
Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas
Indonesia, 1995

, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana”, Kumpulan
karangan buku ketiga, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian
Hukum, Universitas Indonesia, 1997

, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan
penegakan hukum dalam batas-batas toleransi), Pidato Pengukuhan Guru

Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jakarta, 1993

Martiman Prodjohadimidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori
dan Praktek. Cet. 1, Jakarta: Pradya Paramita, 1989

Marwan Effendy, Kejaksaan Rl Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum,
Cet. I, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005

Muladi dan Barda Nawawi Arief, ”Teori- Teori dan Kebijakan Pidana”, Bandung
: Alumni, 1993

135

Fungsi Alat..., Sukoyo, Magister lImu Hukum 2011



Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang : Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1995

Norval Morris, ”Introduction,dalam criminal justice in Asia, The Quest For An
Integreted Approach, Unafei, 1982

P.A.F.Lamintang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan
Pembahasan ~ Secara  Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu
Pengetahuan Hukum Pidana, Cet.1, Bandung : Sinar Baru, 1984

Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum ”, Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2007

R. Soesilo, "Hukum Acara Pidana, Prosedur Penyelsaian Perkara Pidana
Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, Bogor, Politiea, 1982, hlm 3.
lihat juga dalam Topo Santoso, Polisi dan Jaksa, Keterpaduan atau
Pergulatan? Cet 1, Jakarta, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000

R.M. Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum,
Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, 1993

Romli Atmasasmita, ”Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*,Ed.1, Cet 1 Jakarta :
Kencana, 2010

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 2002

Sidik Sunaryo, “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana‘“, Cet.Ill, Malang :
Penerbitan Universitas Muhammaddiyah Malang, 2005

Simon D 1925. Beknopte Handleiding tot het Wetboek Van Strafvordering,
Dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2006

Soerjono Soekanto, “Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakkan Hukum,
Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 1983

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1983

Sri Mamudji, et al, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum® Jakarta : Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Sudarsono, Kamus Hukum, cet. Ke-5, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2007

136

Fungsi Alat..., Sukoyo, Magister limu Hukum 2011



Topo Santoso, Hukum Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan?,Cel. I,
Jakarta: Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, 2000

Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
2006

W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theori), Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, Susunan I, diterjemahkan

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung : Sumur
Bandung, 1985

WIS. Poerwadarminta, ”Kamus Umum Bahasa Indonesia”, Edisi Ketiga, Jakarta :
Balai Pustaka, 1996

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Bandung :
Alumni, 2007

Perundang-undangan

KUHAP dan KUHP, Bagian Keempat “Pebuktian dan Putusan dalam Acara
Pemeriksaan Biasa,” Pasal 183 KUHAP, Sinar Grafika, Cet ke 5, April
2005

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun
1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan
Transkasi Elektronik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Jurnal

Yosef B. Badoedoe, “Kontroversi Penerapan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara
Korupsi,” Jurnal Keadilan No. 4 Th. 2006

Internet

Data elektronik sebagai alat bukti dalam proses pengadilan di Indopnesia
,"<http://www.Replika Justicie.com/ Menggungat Yayasan Universitas
Islam Sumatera Utara (UISU) Hukum Pidana. 12 Mei 2008

137

Fungsi Alat..., Sukoyo, Magister lImu Hukum 2011



Fungsi berita acara pemeriksaan perkara pidana,"<http://latunilapp-gdl-res-2007-
ip Widodo 1106-Lampung University Librarv-GDL>. 02 Juni 2008

http://www.hukumnews.com/opini/39-opini/2 19-argumentasi-hukum-dan-logika-
hukum-.html

138

Fungsi Alat..., Sukoyo, Magister llmu Hukum 2011





